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GUBERNUR SULAWESI SELATAN

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN

NOMOFR 15 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN
NOMOR 56 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA AKSI DAERAH TUJUAN
PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN PROVINSI SULAWESI SELATAN

Menimbang :

TAHUN 2019-2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI SELATAN,

a. bahwa dalam ranghksa optimalisasi pelaksanaan Rencana

Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
FProvinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019-2023 perlu
disesuaikan kembali dengan perkembangan kebijakan
Pemerintah Provinsi Sulawes: Selatan;

bahwa Peraturan Gubernur Nomor 56 tahun 2019
tentang Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan
Berkelanjutan Provinsi Sulawesi Selatan 2019-2023,
sudah tidak sesual dengan kondisi saat ini sehingga
perlu diubah;

bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana
dimaksud dalarn hurud & dan huruf b, perlu menetapkan
Feraturan Gubermur tentang Perubahan atas Peraturan
Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 56 Tahun 2019
Tentang Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan
Berkelanjutan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019-
2023:
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Mengingat

1.
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Pasal 18 avat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negarz (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomeor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor £253) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021
Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
Undang-Undang Noemor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-
2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomer 33, Tambahan Lembaran Negara Republik
IndonesiaNomor 4700);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
FPembentulkan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang
Ferubahan Atas Undang-Undarg Nomor 12 Tahun 2011
tentang Pembentukan FPeraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6398);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
FPemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran

Negara Kepublik Indonesia Nomer 5587) sebagaimana



10.

L1,

telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6573).

Undang-Undang Nomor 1 Tzhun 2022 tentang
Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2022 Nomor 4. Tambahan lLembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6757);

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2022 tentang Provinsi
Sulawesi Selatan [Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2022 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara
Republik [ndonesia Nomor 6775);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3887) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun
2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6402);

Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang
Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai
Wakil Pemerintah Pusat (Lembsaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6244);

Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
Tahun 2015 - 2019 (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);



12.

13.

14,

15.

16.

Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang
Pelaksanaan Pencapaian  Tujuan  Pembangunan
Berkelanjutan (Lembaran Negzra Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 136);

Peraturan Menteri Dalam Neger Nomeor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)
sebagaimana telan diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 tahun 2018 tentang Perubahan
atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan “roduk Hukum Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
157

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019
tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
1447):

Peraturan Menter Perencanaan Pembangunan
Nasional /Kepala Badan Perencanaan Pembangunan
Nasional Nomor 7 Tahun 2015 tentang Koordinasi,
Perencanaan, Pemantauvan Evaluasi Dan Pelaporan
Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor
333);

Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10
Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah Provinsi Sulawes: Selatan Tahun 2008-
2028 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan
Tahun 2008 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah
Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 243) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi
Selatan Nomer 7 Tahun 2015 tentang Perubahan atas

Peraturan Daerah Provinsi Sulavwesi Selatan Nomor 10



Menetapkan :

Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah Frovinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-
2028 (Lembaran Daersh Provinsi Sulawesi Selatan
Tahun 2013 Nomor 7, Tambahean Lembaran Daerah
Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 283);

17. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2
Tahun 2010 tentang Sistemn Perencanaan Pembangunan
Daerah Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Daerah
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2010 Nomor 2,
Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan
Nomor 251);

18. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1
Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun
2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan
Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah
Provinsi Sulawes: Selatan Nornor 301) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi
Selatan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas
Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1
Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun
2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan
Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah

Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 314);

MEMUTUSKAN:

FPERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN GUBERNUR SULAWES] SELATAN NOMOR 56
TAHUN 2019 TENTANG RENCANA AKSI DAERAH TUJUAN
PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN PROVINSI SULAWESI
SELATAN TAHUN 2019-2023.



Pasal |

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Sulawesi
Selatan Nomor 56 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi Daerah
Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Provinsi Sulawesi
Selatan Tahun 2019-2023 (Berita Daerah Provinsi Sulawesi
Selatan 2019 Nomor 57) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 2

(1) Tata cara terkait dengan pengisian matriks dilakukan
sesual dengan peraturan perundang-undangan yang
mengatur mengenai klasifikasi, Kodefikasi, dan
Nomenklatur  Perencanaan  Pembangunan dan
Keuangan Dasrah, dan disesuaikan dengan kondisi
serta kebutuhan nyata daerah dalam upaya perbaikan
di segala bidang pembangunan vang beririsan dengan
Tujuan Pembangunan Eerkelanjutan.

(2) Sasaran Ketentuan Lammpiran diubah sehingga
menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran
yang merupakan Dbagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Gubernur ini sesuali dengan peraturan
perundang-undangan.

(3) Sasaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
digunakan sebagal pedoman bagi:

a. Organisasi Perangkat Daerah dalam penyusunan,
pelaksanaan, pemantauan. dan evaluasi RAD TPB
sesuai dengan bidang tugasnya;

b. Pemerintah Daeranh cdalam penyusunan,
pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi RAD TPB;
dan

c. sebagai acuan bzagl Orzanisasi Masyarakat,
Filantropi, Pelaku Usaha, Akademisi, dan

pemangku  kepentingan lainnya vyang akan



menyusun  perencznaan,  pelaksanaan, dan

pemantauan serta evaluasi TPB.

2. Mengubah Lampiran sehingza menjadi sebagaimana
tercantum dalam Lampiran yzr2 merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturzn Gubernur ini sesuai

dengan kerentuan peraturan perundang-undangan.,

Pazal 11

Peraturan Gubernurs 1 mulair berlaku pada tanggal

diundangkan

Agar setiap orang mengctahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan  Gubernur  ini dengan
penempatannya dalam Berita Dasrah Provinsi Sulawesi

Selatan.,

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal, 3 nei o2z

GUBERNUR SULAWESI SELATAN,

SUDIRMAN SULAIMAN
Diundangkan di Makassar
pada tanggal, . .=1 -u:-

SEKRETARIS DAERAH PROVINS
SULAWESI SELATAN,

l
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ABDUL HAYAT
BERIT.?!I DAERAH PROVINSI SULAWEST SELATAN TAXUN 2022 NOMOR 1%
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